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Abstroct

Cross religton marriage con be clone acconling to article 66 of Marriage LaN by

applying Regeling op de gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad year 1898 No. | 53

v,hich regulates ctoss leligior Mftiagefor Intlonesian people which has di.filerent

law. In Islamic conpilation lah,, cross religiotx tharriage is tllegirinate and is not

valid, the maftiage bet een t uslim melr and non-muslint women is illegitimale and

is notvalid (qaul-nulanad). Majelis Ulama Indonesia Decisiofi (Fdtwa MUI )No.4/
MUNASVII/MUl/8/2005, Islanic law forbid cross religion marriage because its

disadvantages are more lhan its adrontages
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L PENDAHULUAN dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal,

Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"
derajatnya dibanding dengan makhluk (M. Idris Ramulyo, 2004143).

Pasal 2 ayat (l) Perkawinan adalah
(zoon politicon) seperti yang dikemuka- sah apabila dilakukan menurut hukum
kan oleh filosofYunaniAristoteles (Soedono masing-masing agama dan kepercayaan-
Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, nya. Pasal2 ayat (2) Tiap{iap perkawinan
1993:17), yang selalu berinteraksi dengan dicatat menurut perundang-undangan
manusia lain ufltuk memenuhi kehidupan- yang berlaku. Dijaman modem pergaulan
nya. Tuhan menciptakan manusia yang pria dan wanita telah melampaui batas
berlainan jenisnya agar dapat melakukan suku, etnis, kebangsaan bahkan batas
perkawinan, dan dari perkawinan itu keagamaafl Itu berartiperbedaan-perbedaan
dihasilkan keturunan-keturunan yang tersebut bukan halangan dalam perkenalan
dapat menjadi generasi penerus tempat dan akhirnya terjadi pernikahan. Bagi
ber)indung di hari tua. umat beragama Islam perkawinan beda

Menurut Undang-Undang Nomor I suku, etnis dan bangsa tidak menjadi
Tahun 1974 yang selanjutnya disebut halangan, sepanjang kedua b€lah pihak
Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 sama-sama beragama Islam. Akan tetapi
dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah akan lain masalahnya jika kedua belah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan pihak salah satunya beragama non Islam
seorang wanita sebagai suami isteri dengan (misalnya Kristen).
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